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The Tradition “Jujuran” of Marriage Honor of the Tidung Tarakan Tribe of North 
Kalimantan in the Maslahat Perspective is a research that aims to answer the question about 
how to give honesty in the marriage tradition of the Tidung tribe of the Tarakan island of 
North Kalimantan? and how about a review of the benefits of giving an honest tradition of 
marriage to the Tidung tribe of Tarakan Island, North Kalimantan? In this study, researchers 
used qualitative data analysis, with descriptive verification analysis method, namely data 
analysis techniques by explaining the data as it is. In this case the writer wants to know the 
practice of honesty traditions. Then analyzed and verification with the theory of Islamic law 
that is the theory of urf and benefit. The results of the study concluded that the people of the 
Tidung tribe of the island of North Kalimantan consider giving honesty to be given to 
prospective brides on the prospective bridegroom's side. Honesty is money given by the man to 
the woman as a gift when going to a marriage other than dowry. The social status of the 
Tidung tribe of the island of North Kalimantan is very influential in determining the provision 
of honesty. The richer the woman will be married, the more honesty will be given by the man 
to the woman. Another case with women who are widowed, the honesty received is less than 
women who are still virgins. 




Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara dalam Perspektif 
Maslahat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara? dan 
bagaimana tinjauan maslahat terhadap pemberian jujuran tradisi perkawinan masyarakat suku 
tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara? Dalam penulisan ini peneliti menggunakan analisis 
data kualitatif, dengan metode deskriptif analisis verifikatif yaitu teknik analisa data dengan 
cara menjelaskan data sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui 
praktek tradisi jujuran. Kemudian dianalisa dan verifikatif dengan teori hukum Islam yakni 
teori ‘urf dan maslahat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat suku tidung pulau 
Kalimantan Utara menganggap pemberian jujuran wajib diberikan kepada calon mempelai 
wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. Jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-
laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain 
mahar. Status sosial masyarakat suku Tidung pulau Kalimantan Utara sangat mempengaruhi 
dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka 
semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain 
halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit 
dibandingkan dengan wanita yang masih perawan.  
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  Dalam tinjauan hukum adat, perkawinan bukan semata-mata berarti ikatan 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud 
mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah 
tangga, tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat 
dari pihak suami dan dari pihak istri.1 Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting 
karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga 
menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka 
atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan 
bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tapi juga merupakan 
peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua 
pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun 
dan bahagia.2  
  Perkawinan “jujur” merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) 
uang (barang) jujur. Tradisi jujur pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat 
hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang 
atau barang jujur dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon 
istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat 
persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum 
suaminya.3  
 Dengan diterimanya uang atau barang jujur, berarti si wanita mengikatkan diri 
pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang 
dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang 
menyangkut barang-barang bawaan istri dalam segala perbuatan hukumnya harus 
berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat 
suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam 
                                                          
1 Soekanto, Soerjono. Meninjau Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100. 
 
2 Dewi Wulandari, Hukum Adat Indonesia (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 96. 
3 Suriyaman Mustari, Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 
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mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam 
hubungan kemasyarakatan.4  
 Masyarakat suku tidung Kalimantan Utara menganggap bahwa pemberian 
jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib. Tidak ada pemberian jujuran tidak ada 
perkawinan. Masyarakat suku tidung beranggapan bahwa jujuran setingkat dengan 
mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara jujuran dan 
mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perkawinan. Status 
sosial masyarakat suku tidung Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal 
penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin 
banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain 
halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit 
dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. 
 Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran adalah 
pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi 
pula jujuran yang diberikan. Kebiasaan ini berlaku pada masyarakat suku Tidung pulau 
Kalimantan Utara sejak lama dan turun temurun. Jujuran yang telah diberikan oleh 
pihak pria kepada wanita umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli 
keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga kelak.  
 Akan tetapi nilai pemberian uang jujuran juga mempengaruhi masyarakat suku 
tidung pulau Tarakan untuk memberikan uang jujuran sang calon mempelai wanita 
dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan perempuan yang menikah 
tidak dalam usia yang seharusnya. Dikarenakan dalam usia tersebut sang calon 
mempelai laki-laki belum sepenuhnya mampu memberikan uang jujuran yang diminta 
dari keluarga calon mempelai wanita. 
 Pembayaran jujur pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana 
hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus 
dipenuhi oleh kerabat pria. Sebagaimana mas kawin adalah kewajiban agama ketika 
dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai 
wanita. Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang 
                                                          
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 73. 
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penting untuk diangkat dalam penelitian ini; Bagaimana tradisi jujuran dalam 
perkawinan suku tidung Kalimantan?, Bagaimana tinjauan maslahat terhadap 
pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan suku tidung Kalimantan? 
KONSEP UMUM MAHAR  
Mahar dalam bahasa Arab Sadāq. Asalnya isim masdar dari kata asdaqa, 
masdar-nya isdāq diambil dari kata sidqin (benar).5 Dinamakan sadāq memberikan arti 
benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau 
maskawin.6 Pengertian mahar menurut termonologi diantaranya definisi Abdurrahmān 
Al-Jaziri yang menyatakan mahar adalah benda yang wajib diberikan oleh seorang pria 
terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan 
persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.7 Dalam 
pasal 1 sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon 
mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa 
yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, mahar adalah harta 
pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri, suami 
dibenarkan menggunakan harta maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela. 
Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, diambil dari Al-Quran dan Al-
Sunnah. Di antaranya Al-Quran surat Al-Nisā’; 
ءاَسَّنلا ْاُوتآَو  َن ُهْن ِم ٍءْيَش نَع ْمُكَل َنْبِط نَِإف ًةَلْحِن َّنِِهتَاقُدَصاًسْف اًئِيرَّم اًئيِنَه ُهوُلُكَف 
Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 
dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik 
akibatnya. (QS. An-Nisa, 4: 4) 
                                                          
5 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 
1997), 770. 
 
6 Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau Secara Islami (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 
175. 
7 Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh ‘alā al-Mudhāhib al-Arba’ah, Juz IV (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), 
76. 
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Ayat diatas menyebutkan “Mahar” dengan istilah “Sadaq” yang dimaknai 
sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surat An-Nisā’, Allah SWT, 
berfirman sebagai berikut: 
 ِفوُرْعَمْلِاب َّنُهَروُُجأ َّنُهُوتآَو َّنِهِلْهَأ ِنْذِِإب َّنُهوُحِكْنَاف 
Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin 
mereka menurut yang patut. (QS. An-Nisa’, 4: 25) 
Dalam ayat diatas digunakan istilah ajrun atau ujūrahun. Istilah tersebut yang 
makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi 
hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin orang 
tuanya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas 
mahar, tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka, 
Islam telah melakukannya secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum 
perempuan dari ketindasan sosial budaya. 
Dasar hukum kedua adalah hadist, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhori: 
 َيِبَّنلا َّنأ : ٍدْعَس ِنْب ِلهَس ْنَع ,رانيد نب ٍمَزاَح يِبأ ْنَع ,َناَيْفُس ْنَع ,ٌعْيَِكو انث َّدَح :َيْحَي انث َّدَح
 .ٍدْيِدَح ْنِم ٍمَتاَخَب ْوَلَو ْجَّوَز َت :ٍلُجَرِل َلَاق َمَّلَسو ِهْيَلَع ُهلَّلا يَّلَص 
Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyān dari Abi Hāzim bin 
Dinār dari Sahal bin Sa’id bahwa Nabi berkata: Hendaklah seseorang menikah 
meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi. (Sahih 
Bukhari, 601) 
Mengenai bentuk mahar Imam Syafi’i dalam Amiruddin dan Awaluddin 
ringkasan kitab Al-Umm8 menjelaskan: bahawa segala sesuatu yang dapat 
diperjualbelikan atau disewakan dengan harga tertentu boleh dijadikan sebagai mahar, 
sedangkan yang tidak boleh dijual dan disewakan, maka tidak dapat dijadikan mahar. 
Adapun syarat-syarat mahar diantaranya meliputi: harta yang mempunyai nilai, benda 
yang bersih (bukan najis), bukan harta rampasan, dan jelas benda dan jumlahnya. 
                                                          
8 Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Shafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm, terj: Imron Rosadi 
Amiruddin, Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 486. 
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Mazhab Shāfi’iyah serta Ulama Shāfi’iyah, Ahmad, Ishāq. Abu Thaur, dan 
Fuqahā’ Madinah dari kalangan Tābi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas 
minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat 
dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan 
pengikut Imam Malik. 
Jumhur Fuqahā’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas minimal dan 
maksimal. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan 
pandangannya yang cocok. Syara’ tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula 
jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan 
kemampuan manusia dalam memberikannya. Tidak ada alasan syara’ suatu dalil yang 
membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana firman 
Allah dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 20-21. Orang yang kaya mempunyai kemampuan 
untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. 
Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.9 Oleh 
karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan 
disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk 
menetapkan jumlahnya. Hanya saja, memang ada anjuran untuk mempermudah mahar. 
Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria itulah yang dianjurkan 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
 ُُهرَسْيأ ِحاَك ِنلا ُر ْ يَخ 
Sebaik baik pernikahan adalah yang paling mudah. (Sunan Abi Dāwud: 398). 
Mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa maskawin atau 
mahar dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a). Mahar Musamma. Yaitu 
maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. 
Para  fuqaha’ sepakat dalam pelaksanaannya maskawin/mahar musamma harus 
diberikan secara penuh apabila: 1). telah bercampur (bersenggama). Di dalam Q.S. Al-
Nisā’ ayat 20 yang dimaksud “mengganti istri dengan istri yang lain” adalah 
menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun 
menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali 
pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan. 2). Apabila salah satu dari suami istri 
                                                          
9 Kamal Muhktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 82. 
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meninggal. Maskawin musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah 
bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, 
seperti: ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau 
hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya 
wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang dalam surat Al-
Baqarah ayat 237. b). Mahar Mitsil (Sepadan). Yaitu maskawin yang tidak disebut 
jenis, sifat dan jumlahnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.10 Bila 
terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawinnya saudara perempuan pengantin 
wanita (bibi, bule, anak perempuan bibi/bule), apabila tidak ada, maka mitsil itu 
beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia. Mahar mitsil juga terjadi 
apabila dalam keadaan sebagai berikut: 1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya 
ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau 
meninggal sebelum bercampur. 2) Kalau maskawin musamma belum dibayar, 
sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. 
Terdapat istilah nikah tafwid )ضيوفت حاكن( yaitu nikah yang tidak disebutkan 
atau tidak ditetapkan maskawinnya. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan 
sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 236. Ayat tersebut 
menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan 
belum pula ditetapkan jumlah maskawin tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, 
maka istri berhak menerima maskawin mitsil. 
Pelaksanaan pembayaran mahar bila dilakukan sesuai dengan kemampuan atau 
disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan atau adat masyarakat. Kenyataan bahwa 
manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa 
sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada yang mempunyai 
harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu 
memenuhinya. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang 
tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon 
istri, untuk dapat mencicilnya atau mengangsurnya. 
                                                          
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam  (Yogyakarta: UII Press, 2004), 55. 
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Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi solusi terbaik 
antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan. 
Pembayaran mahar dalam Islam dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 1). Secara 
Tunai. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, mau 
dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Kalau memang demikian, maka 
disunahkan membayar sebagian, berdasarkan sabda Nabi Saw: 
 ِنْبا ْنَع  اَم :َلَاق ,"اًئ ْ يَش اَهِطْعأ" :.م.ص ِهلَّلا ُلْوُسَر ُهَل َلَاق ,َةَمِطَاف ٌّيِلَع َجَّوَز َت اَّمَل :َلَاق ,ٍساَّبَع
"ُةَّيِمَطُحْلا َكُعْرِد َنَْيأ" :َلَاق ,ٌءْيَش يِدْنِع 
Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Tatkala Ali kawin dengan Fatimah, maka Rasulullah 
SAW bersabda kepada Ali, “Berilah ia sesuatu!”. Ali menjawab, “Saya tidak 
punya apa-apa”. Rasulullah SAW bertanya, “Mana baju besimu dari Mithamiyah 
itu?”. (Sunan Abi Dawud: 399) 
Hadist di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan 
yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian 
terlebih dahulu. Ulama Imamiyah dan Hanbali berpendapat bahwa manakala mahar 
disebutkan, tapi kontan atau dihutangnya tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar 
kontan seluruhnya. Sementara Hanafi mengatakan, tergantung pada‘urf yang berlaku. 
Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh 
dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula. Maliki mengatakan bahwa akad 
nikah tersebut fasid, dan harus di faskh sebelum terjadi percampuran. Tetapi bila sudah 
terjadi percampuran, akadnya dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil. 
Namun Shafi’i berpendapat bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara 
detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada salah satu diantara dua waktu 
yang ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar musammanya 
fasid dan ditetapkan mahar mitsil.11 2). Secara Hutang. Dalam hal penundaan 
pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. 
Segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara 
dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda 
pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka 
manakala akan menggauli istri. Dan di antara fukaha yang membolehkan penundaan 
                                                          
11 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 369. 
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mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas 
yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Maliki. 
Mahar dapat dihutang diperbolehkan karena kematian atau perceraian, ini adalah 
pendapat Al-Auza’i. Perbedaan tersebut dikarenakan pernikahan itu disamakan dengan 
jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fukaha 
yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa 
penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan 
yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa 
penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu 
adalah ibadah.12  
Islam mewajibkan pemberian mahar sebagai simbol bahwa suami memberikan 
penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya dalam 
kehidupan mereka kelak. Oleh karena itu mahar menjadi hak mutlak bagi istri dan tak 
seorang pun selain dirinya, baik suaminya sendiri, kedua orang tuanya maupun sanak 
keluarga memiliki hak untuk menggunakan tanpa seizin dan dasar kerelaan sepenuhnya 
dari istri.13  
Sebagaimana dalam surat Al-Nisā’ ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya, 
terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar sebagaimana pendapat Sayyid Sābiq 
yang menyebutkan bahwa jika istri masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan 
hartanya atau maharnya, tetapi jika istri tidak punya ayah atau disebabkan telah 
meninggal dunia dan sebagainya, maka wali lainnya yang berhak mengurusnya dan 
menyimpannya.14 Bagi perempuan janda maharnya hanya boleh disimpan oleh walinya 
jika ia mengizinkannya. Jika perempuan tersebut dewasa maka dialah yang berhak 
menggunakan hartanya. Begitu pula bagi gadis dewasa dan sehat akalnya, maka 
ayahnya tidak berhak memegangnya kecuali dengan izinnya. 
 
URF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, 
perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli 
                                                          
12 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 91. 
13 Muhammad Bagir, Fikih Praktis II,  (Bandung: Karisma, 2008), 131. 
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, Juz II  (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 538. 
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shara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan 
umat manusia berjual beli seperti tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan 
akad.15 Pengolongan macam-macam adat atau ‘urf  itu dapat dilihat dari beberapa segi: 
1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. ‘Urf  ada dua macam: 
a. ‘Urf qauli, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam penggunaan kata-kata atau 
ucapan. 
b. ‘Urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. 
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘Urf  terbagi menjadi: 
a. ‘Urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir 
diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. 
b. ‘Urf khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat 
tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di 
sembarang waktu. 
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf  terbagi kepada: 
a. ‘Urf  yang sahih, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh 
orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya 
yang luhur. 
b. ‘Urf yang fasid, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 
pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara 
dan sopan santun.16  
4. Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan hukum 
Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama 
di kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan 
ihsan dalam berijtihad dan menyadarkan para ‘urf. Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu 
didahulukan atas qiyas khafi dan didahulukan atas nas yang umum, dalam arti 
‘urf mentakhsis umum nas.  
Ulama Malikiyah manjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli 
Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadist ahad. 
                                                          
15 Abdul Wahab Kalaf, Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Darul Qalam Kuwait, 2003), 
117. 
 
16 Amir Syarifuddin, Perkawinan dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 389-398. 
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Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan 
batasannya dalam shara’ maupun dalam menggunakan bahasa. 
Para ulama yang mengamalkan ‘urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan 
hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu: 
a. ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini 
merupakan kelaziman bagi adat atau ‘urf yang sahih sebagai persyaratan 
untuk diterima secara umum.  
b. ‘Urf  belaku umum dan merata dikalangan orang yang berada dalam 
lingkungan adat tersebut, atau dikalangan sebagian besar warganya. 
Umpamanya: kalau adat pembayaran resmi di suatu tempat hanya satu 
jenis mata uang, umpamanya rupiah, maka dalam satu transaksi tidak apa-
apa untuk menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena 
semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari 
penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi apabila di tempat itu ada 
beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud 
dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan mata uangnya. 
c. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 
(berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 
‘urf itu telah ada sebelum penetapan hukum, kalau ‘urf datang kemudian, 
maka tidak diperhitungkan. Contohnya: Orang yang melakukan akad 
nikah pada waktu akad nikah belum dijelaskan apakah maharnya dibayar 
lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku waktu itu adalah melunasi 
mahar, kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan, dan orang-
orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang 
mengakibatkan pertentangan suami istri tentang pembayaran mahar 
tersebut. Suami berpegang pada adat yang sedang berlaku (yang muncul 
kemudian), sehingga ia memutus untuk mencicil mahar, sedangkan si istri 
meminta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). 
Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut si suami harus 
melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad 
berlangsung dan bukan menurut adat yang muncul kemudian. 
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d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara’ yang ada atau 
bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya 
menguatkan persyaratan penerimaan adat sahih, karena kalau adat itu 
bertentangan dengan nas yang ada atau bertentangan dengan prinsip 
shara’ yang pasti, maka ia termasuk adat fasid yang telah disepakati oleh 
ulama untuk menolaknya.17  
MASLAHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
Secara bahasa maslahat berasal dari kata saluha, yasluhu, salahan yang berarti 
sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Menurut Al-Ghazali, maslahah berarti 
sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan 
(madharat). Namun secara hakekat, maslahah yaitu dalam menetapkan hukum harus 
memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta (al-Ghazali, 1997: 415). Setiap sesuatu yang menafikan lima 
pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang 
menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan 
tujuan syara’ yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan 
ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru 
merupakan maslahat. 
Imam ibnu ‘Asyur mendefinisikan mashlahat sebagai perbuatan yang bersifat 
mendatangkan kebaikan maupun manfaat baik secara berkelanjutan dalam setiap 
waktu maupun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang banyak maupun 
beberapa orang saja dari mereka. Adapun mafsadah adalah lawan mashlahah yaitu 
perbuatan yang bersifat mendatangkan kerusakan dan bahaya baik secara berkelanjutan 
dalam setiap waktu mau pun pada sebagian besarnya saja, baik dirasakan oleh orang 
banyak maupun beberapa orang saja (Ibn ‘Asyur, 2001: 298). 
Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maslahat untuk kehidupan 
manusia, maka dapat dikatakan bahwa penetapan hukum Islam sangat berkaitan 
dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi 
dalam Ta’lîl al-Aẖkâm, menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena 
perubahan maslahat (tabaddul al-aẖkâm bi tabaddul al-mashlaẖah) dalam masyarakat. 
                                                          
17Amir Syarifuddin, Perkawinan dalam Syariat Islam, 399-402.  
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Adanya an-nasakh (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru), at-
tadarruj fi at-tasyrî’ (pentahapan dalam penetapan hukum) dan nuzûl al-aẖkâm yang 
selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan, semuanya 
merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan hukum mengikuti 
perubahan maslahat yang ada (Syalabi, 1981: 307).  
Kemaslahatan merupakan prinsip yang berlaku universal. Semua manusia 
menghendaki adanya kemaslahatan bagi dirinya. Tidak mengherankan apabila Islam 
memandang maslahat sebagai pertimbangan hukum, terutama terhadap perkara-perkara 
yang tidak terdapat dalam Alquran dan Sunnah yang sejalan dengan rûh syari’at. 
Namun demikian, dalam Islam, kemaslahatan bersifat idhâfî (nisbi), bukan haqîqî. 
Kemaslahatan harus tetap sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri yang dirumuskan oleh 
para ulama dalam maqâshid alsyarî`at. Maslahah yang dikembangkan dalam hukum 
Islam harus memenuhi kriteria berikut: (1) maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan 
syar’, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, (2) maslahat tidak 
bertentangan dengan Alquran, (3) maslahat tidak bertentangan dengan Sunnah, (4) 
maslahat tidak bertentangan dengan qiyas, dan (5) penggunaan maslahat tidak merusak 
maslahat lain yang lebih penting (Muhammad Sa`id Ramdhan, 1997: 119-248.) 
Ibn ‘Asyur menegaskan bahwa al-maqasid al-syari‘ah harus berupa al-maslahah. 
Hal itu karena al-Syari‘ mempunyai hak prerogatif untuk menentukan jenis-jenis al-
maslahah, batasan dan tujuannya sehingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. 
Berangkat dari titik ini, beliau membedakan al-maslahah menjadi tiga kategori: 
a. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, al-maslahah terbagi tiga 
tingkatan yang hirarkis: 
1. Daruriyyat, yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila 
tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan 
manusia di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. 
Al-Kulliyyat al-khams merupakan contoh dari tingkatan ini. 
2. Hajiyyat, yaitu kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan 
menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak 
sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar dari bab 
mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini. 
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3. Tahsiniyyat, yaitu kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat 
agar hidup aman dan tentram. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik 
yang bersifat umum mau pun khusus. Selain itu, terdapat pula al-masalih 
al-mursalah, yaitu jenis kemaslahatan yang tidak dihukumi secara jelas 
oleh syariat. 
b. Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif 
maupun personal, almaslahah terbagi menjadi dua: 
1. Kulliyyah, yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau 
sebagian besar dari mereka. 
2. Juz’iyyah, adalah kemaslahatan pada bidang tertentu. 
c. Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, al-maslahah 
terbagi menjadi tiga, yaitu qat‘iyyah, zanniyyah, dan wahmiyyah. 
1. Qat‘iyyah, yaitu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas 
dan tidak membutuhkan takwil. 
2. Zanniyyah, adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal. 
3. Wahmiyyah, adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak 
bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh ternyata mengandung 
kemudaratan. Misalnya pemahaman kebanyakan manusia terhadap suatu 
hal pada mayat yang menyebabkan timbulnya rasa takut. Al-Maqasid al-
wahmiyyah ini tidak dapat dinyatakan sebagai bagian dari maqasid al-
syari‘ah. 
 
POTRET PULAU TARAKAN KALIMANTAN 
Menurut legenda nama Tarakan berasal dari bahasa tidung yaitu “Tarak” yang 
berarti “bertemu” dan “Ngakan” yang berarti “makan”, secara harfiah dapat diartikan 
“Tempat makan dan bertemu”. Cerita ini tidak lepas dari kegiatan nelayan-nelayan 
dahulu sering menggunakan daerah ini sebagai tempat istirahat makan dan minum, 
atau tempat bertemunya mereka yang ingin melakukan transaksi seperti barter hasil 
laut atau hasil bumi. 
Pulau Tarakan adalah pulau terbesar di provinsi Kalimantan Utara. Indonesia 
juga merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Pulau ini memiliki luas wilayah 
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250,80 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana, pulau Tarakan berpenduduk sebanyak 246.496 jiwa. Tarakan atau juga 
dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil. Semboyan dari pulau 
Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera). 
Pulau Tarakan, yang secara geografis terletak pada 3°14'23" - 3°26'37" Lintang 
Utara dan 117°30'50" - 117°40'12" Bujur Timur, terdiri dari 2 (dua) pulau, yaitu Pulau 
Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah mencapai 657,33 km². Adapaun batas-
batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Kecamatan Pulau Bunyu 
Sebelah Timur  : Laut Sulawesi 
Sebelah Selatan  : Kecamatan Tanjung Palas 
Sebelah Barat  : Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sekatak 
Suhu udara minimum Kota Tarakan rata-rata 24,1 °C dan maksimum 31,1 °C 
dengan Kelembabab rata-rata 84,7%. Curah Hujan dalam 5 tahun terakhir rata-rata 
sekitar 308,2 mm/bulan dan penyinaran rata-rata 49,82%, telah memberikan julukan 
tersendiri bagi pulau ini sebagai daerah yang tak kenal musim. 
Melihat dari pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir tersebut, BPS 
menyimpulkan pendatang yang hijrah ke Tarakan rata-rata per tahunnya mencapai 3 
ribu orang. Ada beberapa indikator yang mengakibatkan naiknya jumlah penduduk, 
khususnya didominasi pendatang. Yakni tak lain karena Tarakan memiliki 
perkembangan ekonomi yang baik.  
Bahkan pengaruhnya terhadap daerah disekitarnya termasuk di luar Kalimantan 
cukup besar sehingga menarik penduduk di luar Tarakan untuk mencari nafkah di pulau 
ini. Apalagi Tarakan merupakan sebagai kota transit, jasa dan perdagangan memang 
sangat menarik untuk pendatang mencari kerja. Namun, seiring bertumbuhnya jumlah 
pendatang itu, pihaknya menilai sekitar 60 persen diantaranya tak memiliki 
keterampilan khusus dalam menciptakan peluang kerja dan meraih kesempatan hidup 
yang layak. 
Kebanyakan mereka hanya menjadi buruh kasar, sementara penyerapan didalam 
kegiatan-kegiatan buruh kasar ini juga kan sangat terbatas. Kecuali mereka mempunyai 
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keterampilan tertentu tidak menjadi masalah bagi kita, justru dapat meningkatkan 
perekonomian di Tarakan. 
Masyarakat pulau Tarakan Kalimantan Utara tidak terdiri dari satu suku saja, 
namun terdiri dari berbagai suku diantaranya adalah suku Jawa, suku Tidung dan suku 
Bugis. Banyaknya perbedaan suku ini terjadi karena adanya penduduk transmigrasi dari 
luar jawa ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara yaitu pulau Tarakan. 
Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk pulau Tarakan Kalimantan Utara tahun 2015 secara keseluruhan berjumlah 




2011 258.333 jiwa 
2012 198.814 jiwa 
2013 210.239 jiwa 
2014 231.741 jiwa 
2015 246.496 jiwa 
Sumber data: Rekapitulasi Data Penduduk Kota Tarakan 
Berdasarkan data yang ada pada rekapitulasi data penduduk kota Tarakan 2015, 
jumlah penduduk pulau Tarakan mencapai 246.496 jiwa,berikut ini jumlah penduduk 
menurut jenis kelamin terdiri dari : 
TABEL 2 
JENIS KELAMIN JUMLAH 
Laki-laki 129.414 jiwa 
Perempuan 117.082 jiwa 
Sumber data: Rekapitulasi Data Penduduk Kota Tarakan 
 Selanjutnya adalah jumlah penduduk yang sudah dan belum menikah di pulau 
Tarakan Kalimantan Utara: 
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Menikah 105.406 jiwa 
Belum Menikah 133.154 jiwa 
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Tahun 2015 
Pulau Tarakan, yang didiami oleh suku asli Tidung, dalam perkembangannya 
sebagaimana daerah lain dihuni pula oleh suku-suku lain seperti, Suku Tidung, suku 
Jawa, dan suku Bugis. Pemeluk agama terbesar adalah Islam disamping Kristen, Hindu 
dan Budha.  
Pendidikan di pulau Tarakan lumayan maju, karena sudah memiliki beberapa 
Sekolah Bertaraf Internasional, yaitu SMP Negeri 1 Tarakan, SMP Negeri 3 Tarakan, 
dan SMA Negeri 1 Tarakan, dan 2 Sekolah Adiwiyata, yaitu SMP Negeri 1 Tarakan, 
Smp Negeri 2 Tarakan Dan SMK Negeri 1 Tarakan. Berikut adalah data tentang 
pendidikan di Kota Tarakan : 
Taman Kanak-Kanak  : 27 sekolah 
Sekolah Dasar    : 65 sekolah (21.078 siswa) 
Sekolah Menengah Pertama  : 21 sekolah (2.596 siswa) 
Sekolah Menengah Atas  : 12 sekolah (1.617 siswa) 
Sekolah Menengah Kejuruan  : 7 sekolah (2.025 siswa) 
Perguruan Tinggi   : 6 sekolah 
 
TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU TIDUNG PULAU TARAKAN  
Suku tidung memiliki tradisi adat perkawinan. Tradisi ini telah berjalan pada 
setiap generasi dari suku tidung. Prosesi dari adat perkawinan suku tidung memiliki 
beberapa tahap diantaranya : 
a. Ginisinis; Merupakan tahapan pertama ketika seseorang yang ingin menikah. 
Tahapan ini merupakan perjodohan dimana seorang pria yang dicarikan wanita 
yang nanti akan dijadikan istri. Pria tersebut tidak pernah melihat wanita yang 
dimaksud sampai nanti akan dipernalkan kepada dirinya. Peran ginisinis sangat 
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menentukan terhadap kecocokan seorang pria dan wanita dan ketika didapatkan 
kecocokan maka akan berlanjut pada tahap selanjutnya. 
d. Beseruan; Setelah mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita maka 
tahapan selanjut adalah beseruan yaitu prosesi lamaran yang dilakukan oleh 
pihak pria kepada wanita dengan cara pihak dari keluarga pria mendatangi 
keluarga pihak wanita dan sebelum membicarakan inti dari lamaran maka 
terlebih dahulu pihak pria memberikan cindra mata yang biasanya bentuk 
perhiasaan cincin. Pemberian cintra mata ini dinamakan buka sungut.  Ketika 
pemberian tersebut telah diterimah barulah pembicaraan dimulai. Selama 
pembicaraan tuan rumah tidak akan memberikan hidangan kepada keluarga 
pria kemudian ketika mendapatkan kata sepakat  barulah hidangan akan 
diberikan kepada keluarga pria yang menandakan lamaran diterimah. 
e. Ngatod De Pulut; Acara selanjut adalah gantod de pulut yang berarti 
mengantar mas kawin. Mas kawin merupakan hasil kesepatan pada saat 
beseruan yang menjadi kewajiban untuk di penuhi oleh calon mempelai pria 
untuk diantar kerumah calon mempelai wanita. 
f. Kawin Suruk; Kawin suruk merupakan rangkaian acara lanjutan dari ngatod de 
pulut dimana dalam acara ini merupakan akad nikah atau peresmian 
pernikahan. Di dalam acara kawin suru atau akad nikah sebelum mempelai pria 
masuk kedalam rumah  ia akan melakukan tradisi dimana mempelai pria 
diberikan dua wadah atau tempat yang satunya berisi beras berwarna kuning 
yang bermakna rezeki dan yang wadah satunya berisi air yang bermakna 
kesejukan dalam berumah tangga. Wadah yang berisi beras berwarnah kuning 
akan diambil segengam oleh mempelai pria untuk dicium dan memasukannya 
ke dalam wadah yang berisi air. Setelah prosesi itu selesai barulah mempelai 
pria masuk kedalam rumah untuk melakukan akad nikah. 
Dalam acara akad nikah dari rangkaian kawin suru, mempelai wanita tidak di 
perlihatkan kepada tamu undangan. Mempelai wanita berada di dalam kamar. 
Setelah prosesi kawin suru selesai mempelai pria akan dipertemukan kepada 
mempelai wanita yang diantar oleh beberapa orang tua menuju kamar 
mempelai yang kemudian melakukan tradisi sumbung gabol dimana kedua 
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mempelai masuk kedalam satu sarung yang kemudian secara cepat untuk 
keluar dari sarung tersebut. 
g. Bepupur; Acara selanjut adalah bepupur yang dilakukan di malam hari. Acara 
ini dilaksanakan di rumah masing-masing akan tetapi jika salah satu dari 
pihak mempelai berbeda kampung maka akan dilaksanakan secara bersama-
sama. Acara bepupur yaitu diamana mempelai wanita dan mempelai pria di 
berikan pupur dingin yang dibuat oleh masing-masing keluarga yang nantinya 
akan saling bertukar antar kedua keluarga mempelai. Dalam prosesi acara 
bepupur akan diiringi dengan kesenian hadra  yang kemudian dilanjutkan 
dengan acara selanggo yaitu acara ini masing mempelai di pakaikan pewarnah 
kuku yang berwarnah merah yang berasal dari daun-daunan. 
h. Bebantang atau Besanding; Setelah rangkaian acara bepupur yang dilakukan 
pada malam hari maka keesokan harinya dilanjutkan dengan acara bebanta 
atau besanding. Sebelum acara besanding di mulai terlebih dahulu dilakukan 
acara arak- arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam 
acara arak-arakan akan diringi dengan kesenian hadra yang kemudian diacara 
tersebut juga akan dibawah beberapa perlengkapan yang diantaranya busak 
dia yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindra mata yang berbentuk 
piring, gelas, dan sendok, dan nasi pengantin. Setelah rombongan arak-arakan 
tiba di halaman rumah maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, 
yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga 
untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan 
selawat nabi dan melemparkan beras kuning yang kemudian barulah keluarga 
pria memasuki rumah wanita. 
Ketika rombongan memasuki rumah akan diringi musik kulintangan dan 
menyayikan lagu taliwuda yang berarti raja berangkat setelah itu mempelai 
pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau yang kemudian akan 
melakukan prosesi pugau-pagau yaitu semua undangan yang hadir akan 
memberika hadiah berupa uang yang dimasukan kedalam tempat yang telah 
disediakan. Setelah itu dilanjutkan tradisi membuka tabir berupa kain yang 
menutupi pelaminan yang berlapis dua, setelah itu mempelai pria akan 
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melewati satu tahap dimana wajah dari mempelai wanita tutupi dengan kipas 
yang dipegang oleh seseorang yang sebut ina pengantin yang nantinya akan di 
buka oleh mempelai pria. Setelah semua terbuka maka mempelai pria akan 
memegang pergelangan tangan wanita bertanda di ijinkan nya pria duduk di 
samping kanannya. Setelah duduk mempelai akan melakukan prosesi saling 
menyuap nasi pengantin yang bermakna saling berbagi kemudian meniup lilin 
yang bermakna masa remaja telah berkhir. 
Dalam acara bebanta atau besanding sesorang akan membacakan tulisan yang 
disebut dengan kerangan yang berisi tentang maksud dan tujuan acara serta 
ucapan termah kasih kepada tamu undangan yang hadir dan pihak-pihak yang 
membantu. Setelah pembacaan kerangan maka akan dilanjutkan dengan tarian 
iluk beguna sejenis tarian penghormatan yang dipersembahkan pada tamu 
undangan yang telah hadir. 
i. Kiwon Talu landom; Kiwon talulando yang berarti malam ketiga merupakan 
acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari 
dimana akan dihadiri undangan yang kemudian di isi oleh ajara hiburan jepin 
sejenis tarian. Setalah undangan pulang maka akan dilanjutkan dengan acara 
menyayikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Sementara acara 
menyayikan lagu bebalon barulah kedua mempelai masuk kedalam kamar dan 
dapat melakukan hubungan suami istri. Dalam acara kiwon talu landom 
diadakan pula acara sedulang sebagai rangkaian di dalamnya yaitu peralatan 
makan akan di bersihkan dan dibagikan pada kerabat keluarga.  
j. Bejiyu; Pada subuh hari mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa 
orang tua yang diringi dengan musik hadra acara ini dinamakan bejiyu. 
k. Betamot; Setelah acara beniuk selesai maka dilanjutkan dengan aca betemot 
pada pagi hari yaitu acara ini mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-
Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah 
melaksanakan acara betemot Al-Quran sebelum ia menikah. 
l. Nyembaloy; Pada siang hari setelah acara betamot di lakukan maka 
dilanjutkan dengan acara bebaloi yaitu keluarga dari mempelai wanita akan 
berkunjung kerumah keluarga mempelai pria. Sesampainya dirumah keluarga 
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pria maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamak kidau 
betuap upun lading yaitu mempelai pria akan mengijak batu, gigit pisau dan 
minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.  Dan 
ketika acara kunjungan tersebut dilakukan, dirumah keluarga mempelai 
wanita diadakan acara acara pembokaran tenda-tenda dan peralatan 
perkawinan yang menandakan acara perkawinan telah selesai (Datu Norbeck, 
2016). 
 
JUJURAN DALAM TRADISI PERKAWINAN SUKU TIDUNG PULAU TARAKAN  
Jujuran dan mahar menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika jujuran 
ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan maka uang mahar juga termasuk 
didalamnya. Maka dari itu masyarakat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara 
menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam 
pernikahan yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang 
memang harus ada disetiap pernikahan. Waktu penyerahan jujuran tradisi perkawinan 
suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara dilaksanakan sebelum acara pernikahan 
dan tidak seperti kebanyakan masyarakat di daerah luar Kalimantan yang memberikan 
mahar setelah akad nikah. 
Alasan tingginya nilai pemberian jujuran adalah kesepakatan dari kedua belah 
pihak dan dari pola pikir masyarakat suku tidung itu sendiri. Dikarenakan adat istiadat 
yang cukup banyak tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan untuk acara prosesi yang 
tidak cukup dari Rp. 30.000.000. Maka dari itu anggapan seperti ini tampaknya masih 
berlaku, namun uang jujuran tidak lagi dibagi di wanita-wanita kerabat dekat 
melainkan digunakan untuk keperluan si gadis sendiri. Jujuran juga bisa digunakan 
untuk membiayai keperluan seperangkat acara pernikahan. (Datu Norbeck, 2016). 
Statusnya sebagai orang kaya dan sudah menjadi adat suku tidung tentang 
penyebab tingginya pemberian jujuran. Karena di pulau Tarakan status sosial juga 
berpengaruh terhadap tinggi rendahnya jujuran. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
seorang wanita maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Kebiasaan ini berlaku 
pada masyarakat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara sejak lama dan turun 
temurun. Banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan untuk sekolah dan orang yang 
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berpendidikan lebih tinggi sangat mempengaruhi keadaan masyarakat, banyak 
masyarakat yang gengsi dan minder untuk memberikan uang jujuran yang sedikit 
kepada wanita yang berpendidikan lebih tinggi daripada laki-laki (Muhammad Arbain, 
2016). 
Perbedaan mencolok biasanya ada pada keadaan seseorang, diantaranya adalah 
status antara perawan dan janda. Peneliti melihat kecenderungan tersebut dengan 
memberikan satu pertanyaan tentang masalah tersebut, dan diperoleh kesimpulan 
bahwa di pulau ini bagi perempuan yang janda dan perawan memang terdapat 
perbedaan dalam penentuan jujuran. Biasanya perawan lebih banyak diberikan jujuran 
daripada janda, namun bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status 
sosialnya sebagai orang kaya. Hal ini tidak lain tidak bukan memang karena adanya 
pengaruh adat yang kuat yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang belaku dalam 
masyarakat suku tidung. 
Dampak penentuan nilai jujuran adalah karena punya penghasilan yang cukup. 
Peneliti menyimpulkan bahwa punya penghasilan yang cukup menyebabkan seseorang 
atau sebagian masyarakat suku tidung menentukan nilai jumlah jujuran. Menikah tidak 
di usia muda dan merupakan tuntutan dari keluarga calon mempelai perempuan adalah 
alasan dari masyarakat menyatakan dampak tingginya pemberian jujuran. Dalam 
pemberian jujuran masih banyak berifat berlebih-lebihan bahkan menolak untuk 
menikahkan anaknya kecuali dengan terpenuhinya besaran jujuran sesuai yang diminta 
dengan besaran yang memberatkan dan menyusahkan, sehingga seolah-olah perempuan 
adalah barang dagangan, bahkan memlaui proses tawar-menawar selayaknya seorang 
pedagang. Selain itu jika terdapat tujuan untuk memamerkan jumlah jujuran terhadap 
masyarakat dan menyatakan bahwa putri dan keluarganya adalah orang terpandang 
jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. 
 
ANALISIS JUJURAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT 
Pelaksanaan pemberian mahar di dalam hukum Islam memang memiliki fungsi 
dan tujuan untuk memberikan ke maslahatan baik bagi pihak mempelai laki-laki dan 
mempelai wanita. Sedangkan dalam pembahasan jujuran harus ada kesediaan atau 
AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam  e-ISSN: 2503-1473 





kesepakatan mengenai besaran jumlah dari jujuran itu yang harus disepakati oleh pihak 
laki-laki kepada pihak perempuan. 
Jujuran pada asasnya disiapkan oleh pihak jejaka, bisa terjadi si jejaka 
sendirilah yang menyiapkannya, atau disiapkan oleh orang tuanya atau dalam hal si 
jejaka adalah yatim piatu atau karena sebab-sebab lain uang untuk jujuran belum 
mencukupi, disiapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya. Suku tidung 
menganggap jujuran sebagai pengganti jerih payah mendidik dan membesarkan si 
gadis, dan dengan telah dibayarnya jujuran oleh pihak si jejaka maka orang tua si gadis 
harus melepaskan hak-haknya atas diri anak gadisnya. Anggapan seperti ini tampaknya 
masih berlaku, namun uang jujuran tidak lagi dibagi di wanita-wanita kerabat dekat 
melainkan digunakan untuk keperluan si gadis sendiri. Jujuran juga bisa digunakan 
untuk membiayai keperluan seperangkat acara pernikahan. 
Bentuk jujuran biasanya berupa uang atau barang berharga lainnya dan sering 
dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Akan tetapi 
umumnya sering bentuk jujuran itu adalah uang. Nominal yang harus dipenuhi oleh 
calon mempelai laki-laki cukup mahal bagi mereka yang berekonomi menengah 
kebawah. Bagaimana tidak, jujuran dengan kisaran Rp. 5.000.000 adalah nominal 
paling rendah tanpa pesta. Terkadang pihak perempuan mematok jujuran 
Rp.10.000.000 keatas. Belum ditambah yang lain, seperti tempat tidur, kelambu, 
lemari, cincin, seperangkat make-up dan lain sebagainya. Ternyata ada sesuatu yang 
menarik apabila nominal jujuran tersebut sedikit, pasti undangan yang akan disebarkan 
juga sedikit. Menurut data yang peneliti peroleh bahwa pesta perkawinan itu dibiayai 
dari jujuran pihak laki-laki, dan karena jujuran sedikit maka jumlah undangan juga 
sedikit. Sebab pihak perempuan tidak mau terlalu banyak memberikan tambahan biaya 
perkawinan tersebut. 
Jujuran yang sengaja diminta tinggi oleh calon mempelai wanita beralasan 
bahwa jujuran tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan perkawinan, 
membelikan peralatan rumah tangga, barang-barang keperluan anaknya suami istri 
yang baru kawin, yang kesemuanya itu dikembalikan untuk kepentingan mereka yang 
akan menempuh hidup baru. Karena lazimnya bahwa setelah mereka kawin mempelai 
laki-laki tinggal dirumah mempelai wanita selama mereka belum dapat mempunyai 
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rumah sendiri. Jadi diperlukan suatu persiapan yang lengkap dirumah orang tua si calon 
istri, yang sebagian biayanya diambil dari uang jujuran. 
Jujuran antara lain juga digunakan untuk membeli bahan pakaian si gadis 
sendiri yang relatif menggunakan pakaian yang lebih banyak selama upacara 
berlangsung, dan untuk membeli alat-alat rumah tangga yang selain berguna dalam 
upacara, juga akan menjadi dasar materiil bagi rumah tangga yang akan 
dibentuk.Masyarakat pulau Tarakan khususnya masyarakat suku tidung menganggap 
bahwa pemberian jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib. Tidak ada pemberian 
jujuran tidak ada perkawinan. Masyarakat pulau Tarakan beranggapan bahwa jujuran 
setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena 
antara jujuran dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah 
perkawinan. Status sosial masyarakat pulau Tarakan Kalimantan Utara sangat 
mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang 
akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria 
kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita yang berstatus janda, jujuran yang 
diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan. 
Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan pemberian jujuran adalah 
pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin tinggi 
pula jujuran yang diberikan. Kebiasaan ini berlaku pada masyarakat suku Tidung pulau 
Tarakan Kalimantan Utara sejak lama dan turun temurun. Jujuran yang telah diberikan 
oleh pihak pria kepada wanita umumnya digunakan untuk keperluan resepsi, membeli 
keperluan rumah tangga yang bakal hidup berkeluarga kelak. 
Akan tetapi nilai pemberian uang jujuran juga mempengaruhi masyarakat suku 
tidung pulau Tarakan untuk memberikan uang jujuran sang calon mempelai wanita 
dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan perempuan yang menikah 
tidak dalam usia yang seharusnya. Dikarenakan dalam usia tersebut sang calon 
mempelai laki-laki belum sepenuhnya mampu memberikan uang jujuran yang diminta 
dari keluarga calon mempelai wanita. 
Pembayaran jujur pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana 
hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus 
dipenuhi oleh kerabat pria. Sebagaimana mas kawin adalah kewajiban agama ketika 
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dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai 
wanita.  
Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat  untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan 
membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita, ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir, atau 
secara fisik, tetapi juga batinnya terikat. Karena itu dalam perkawinan mereka sebagai 
pasangan suami istri. 
Di dalam syariat Islam tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada 
pihak laki-laki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini, 
ini adalah hak perempuan (calon istri), manakala beban biaya pernikahan itu semakin 
sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian 
kehormatan laki-laki dan wanita dan semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) 
dan kemungkaran. Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat 
perlombaan mempermahal jujuran, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka 
semakin menjamurlah perbuatan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap bujang. 
Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad saw: 
اَُهرَسَْيأ ِحاَك ِنْلا ُر ْ يَخ 
Artinya: Sebaik-baik mahar  adalah yang paling mudah. 
Banyak sekali para orang tua masih belum menyadari mengenai hal ini, dalam 
pemberian jujuran masih banyak berifat berlebih-lebihan bahkan menolak untuk 
menikahkan anaknya kecuali dengan terpenuhinya besaran jujuran sesuai yang diminta 
dengan besaran yang memberatkan dan menyusahkan, sehingga seolah-olah perempuan 
adalah barang dagangan, bahkan melalui proses tawar-menawar selayaknya seorang 
pedagang. Selain itu jika terdapat tujuan untuk memamerkan jumlah jujuran terhadap 
masyarakat dan menyatakan bahwa putri dan keluarganya adalah orang terpandang 
jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. 
Dalam sebuah hadist Rasullullah SAW bersabda: “Perkawinan yang paling 
besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya”. Hadist tersebut menjelaskan 
bahwa sangat tidak logis jika jujuran yang diberikan oleh calon suami sangat 
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berlebihan, sudah sangat jelas Nabi SAW menganjurkan kepada wanita agar 
meringankan pihak laki-laki dalam menunaikan kewajibannya membayar mahar. Nabi 
Muhammad SAW ketika menikahkan Fatimah r.a tidak meminta mahar yang banyak 
kepada Ali r.a dan Ali hanya memberikan baju besi. Hal ini bertujuan memudahkan dan 
tidak membebani Ali atas tuntutan mahar. Pada hadist tersebut Nabi Muhammad 
sangat jelas menekankan kepada Ali r.a agar memberikan mahar kepada Fatimah r.a 
sebagai syarat sah dalam perkawinan walau hanya dengan baju besi, asalkan dipandang 
berharga dan mempunyai nilai. 
Agama Islam sebagai agama rahmat li ‘ālamin tidak menyukai penentuan 
mahar yang memberatkan pihak laki-laki, demikian pula uang jujuran yang dimaknai 
oleh masyarakat suku tidung sebagai mahar maka dianjurkan pula agar tidak 
memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan 
sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak 
berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya, karena Islam 
sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman 
Allah dalam surah Al-Isrā’ ayat 27: 
ًاروُفَك ِِه بَرِل ُنَاطْيَّشلا َناََكو ِنيِطاَيَّشلا َناَوْخِإ ْاُوناَك َنِير  ِذَبُمْلا َّنِإ  
Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan (raf’ al-taysir) 
dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, prinsip ini sangat ditekankan. 
Para wanita dikenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena 
hal ini mempunyai beberapa dampak negatif, diantaranya adalah: a). Menikah tidak di 
usia yang seharusnya. b). Merupakan tuntutan dari keluarga calon mempelai 
perempuan. c). Mendorong terjadinya kawin lari. 
Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara laki-laki 
beserta keluarganya dengan pihak wanita yang menolak untuk meneruskan perkawinan 
hanya dengan sebab pihak laki-laki yang tidak mampu membayar jujuran sesuai dengan 
yang diminta, bahkan dapat pula adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh 
pemuda tersebut karena keinginannya yang menggebu terhadap wanita yang 
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dilamarnya itu, guna wanita beserta keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk 
dinikahi oleh sang pemuda tadi. 
Fuqahā’ sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas minimal maupun 
batas maksimal. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan 
pandangannya yang cocok. Meski demikian, di dalam syariat Islam terdapat anjuran 
untuk mempermudah mahar. Artinya, mahar yang mudah dijangkau oleh mempelai pria 
itulah yang dianjurkan. Sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Madzhab Shāfi’iyah, 
Ahmad, Ishāq, Abu Thaur dan Fuqahā’ Madinah dari kalangan Tābi’in berpendapat 
bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga 
bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 
Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.18  
Alasannya karena beberapa teks Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar 
dengan jalan kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. Sebagaimana firman 
Allah SWT dalam surah Al-Nisā’ ayat 4. 
ا ًئ ِير َم ا ًئي ِن َه ُهو ُل ُك َف ا ًس ْف  َن ُه ْن ِم ٍء ْي َش ْن َع ْم ُك َل َن ْب ِط ْن ِإ َف ۚ  ًة َل ْح ِن َّن ِه ِتا َق ُد َص َءا َس  ِنلا او ُتآَو 
Artinya :Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 
Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 
baik akibatnya.  
Di antara sunah hadist yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang 
wanita dari Bani Fazāra menikah dengan mahar sepasang sandal. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan 
mahar. Demikian pula hadist yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada 
seseorang yang ingin menikah dan memerintahkan untuk ia menikah serta memberikan 
mahar walaupun dengan sebuah cincin dari besi. Beberapa penjelasan hadist di atas 
menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, tetapi segala 
sesuatu yang dinilai material patut atau diperbolehkan untuk dijadikan mahar. 
                                                          
18 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 88-89. 
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Selama pemberian jujuran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal 
tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan paling penting adalah jangan 
sampai ada unsur keterpaksaan dalam memberikannya, apalagi kalau sampai berhutang 
untuk mencukupi biaya jujuran tersebut guna memuaskan hati wanita yang akan 
dinikahinya, hal ini dijelaskan didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 
sebagaimana artinya berikut: 
Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. 
Ayat tersebut diatas menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran 
bagi hamba-Nya. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap 
nilai jujuran yang diantarkan. Diantaranya adalah status ekonomi wanita yang akan 
dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan. Agama 
tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang aoakah kaya, miskin, 
cantik, jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia di mata Allah mempunyai 
derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah takwa. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang 
artinya: 
Artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Adat memang didalam hukum Islam sebagian dapat diterima, adat seperti ini 
dalam hukum Islam disebut dengan al ā’dah al sahihah atau sering disebut dengan ‘urf 
sahihah yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan 
hukum. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan 
kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur 
lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan 
yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah daging dalam kehidupan 
masyarakatnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak 
berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun 
oleh nilai-nilai yang dianggap baik bagi masyarakat itu sendiri, yang kemudian 
diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang 
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dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai 
dengan ajaran Islam. 
Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat 
istiadat dalam interprestasi hukum. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: 
 ٌة َمَّكَحُم ُةداَعْلا 19 
Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.  
Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan 
perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus 
menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial 
kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam 
hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan zaman dan keadaan 
serta pengaruh dari gejala kemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana kaidah fiqhiyah 
berikut: 
 ِلاَوْحَلأا َو  ِةَنِمْزلأا ِرْيُّغ َِتب يَوْ تَفْلا ِرْيَّغ َت 20 
Artinya: Berubahnya fatwa dikarenakan perubahan masa dan tempat. 
Dalam redaksi lain dengan makna yang serupa disebutkan sebagai berikut: 
 ِناَمْزَلأْا ِرُّغ َِتب ِماَكْح َلأا َر ُيَغ َت ُرَكْن ُيَلَ 21 
Artinya: Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan 
berubahnya zaman. 
Masyarakat suku tidung didalam menjalankan kebiasaan atau tradisi jujuran 
kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal 
yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus 
ditunaikan bagi pihak yang akan menikahi wanita tidung. Adat yang sudah dikenal 
baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh 
mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh hukum Islam. Sebagaimana kaidah fiqhiyyah 
yang berbunyi: 
 ُلاَمْعِتْسِااَهِب ُلَمَعْلا ُبِجَي ٌة َّجُح ِساَّنلا   
                                                          
19Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqhi (Surabaya: Khalista, 2009), 267. 
20Shamsu al-Din Abu ‘ Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar, I’Iam al Muwaqi’in, Juz III, (Beirut: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 32. 
21Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011), 157. 
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Artinya: Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan 
hujjah (alasan/dalil) yang wajib untuk diamalkan.22 
Dalam kaidah fiqhiyyah yang lain disebutkan: 
 اَذِا ُةَداَعْلا ُرِبَتْع َت اَمَِّنا ْتَبَلَغ ْوأ ْتَدَرَطْضا   
Artinya: Sesungguhnya adat yang diakui (oleh syar’i) hanyalah apabila 
berlangsung terus menerus dan berlaku umum. 
Pemberian jujuran adalah tradisi yang bersifat umum, maknanya adalah berlaku 
pada setiap orang yang bersuku tidung pulau Tarakan. Walaupun praktek demikian 
tidak diatur di dalam hukum Islam, namun pemberian tersebut sudah dapat 
dikategorikan sebagai suatu tradisi yang diperbolehkan dilakukan pada masyarakat 
tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Dalam 
sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda: 
23 ٌنَسَح ِهَّللا َدْنِع َوُه َف اًنَسَح َنْوُمِلْسُمْلا َُهَاراَم 
Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di 
sisi Allah. 
Perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jumlah jujuran yang sederhana 
tapi hanya memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan 
jumlah yang sangat sederhana akan tetapi berlandaskan atas kerelaan kedua belah 
pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. 
Namun sebagaimana yang berlaku pada masyarakat suku tidung masih terdapat 
beberapa permasalahan dalam praktek tradisi pemberian jujuran diantaranya adalah: 
jumlah jujuran yang diminta oleh si wanita dan keluarganya terlalu tinggi sedangkan 
sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana 
pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan dampak-dampak negatif lainnya, 
pembahasan tentang jumlah besaran jujuran yang tidak pernah melibatkan si wanita 
yang akan dinikahi, peruntukan uang jujuran yang dipergunakan untuk uang pengganti 
terhadap orang tuanya untuk merawat serta mendidiknya selama tinggal bersama orang 
tuanya, uang jujuran yang dipergunakan untuk pesta perkawinan secara besar-besaran 
                                                          
22 Ibid., 154. 
23 A. Djazuli, Kaidah-KaidahFikih: Kaidah-KaidahHukum Islam dalamMenyelesaikanMasalah-Masalah 
yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), 82. 
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tanpa seizin dari wanita yang akan dinikahinya tersebut, mengenai strata sosial yang 
membedakan jumlah jujuran yang diberikan bagi wanita dengan strata sosial yang 
tinggi maka uang jujuran diberikan juga semakin tinggi. 
Permasalahan-permasalah tersebut diatas sangat bertentangan dengan nilai-
nilai Islam baik yang terkandung di dalam Al-Quran maupun hadist yang telah 
dijelaskan oleh penulis sebelumnya sehingga jika di analisis dengan kaidah ushul fiqh 
dengan konsep ‘urf maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena konsep ‘urf yang 
bisa dipertimbangkan dalam penerapan hukum adalah al-‘ādahal-shahihah yakni adat 
yang benar, kaidah tentang al-‘ādah tidak bisa dipergunakan jika: 1). Al-‘ādah 
bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadist. 2). Al-‘ādah tersebut menyebabkan 
kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya mengakibatkan 
kesulitan atau kesukaran. 3). Al-‘ādah tidak berlaku pada umumnya di kaum muslimin, 
dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. 
Sedangkan jika tradisi pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum perkawinan 
Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak 
mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jujuran 
tersebut, tidak adanya unsur membesar-besarkan atau memberatkan jumlah jujuran, 
memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk 
menentukan sendiri jumlah jujuran yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang 
jujuran tersebut. Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-
Quran maupun hadist sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi al-‘ādah al-
shahihah yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam. 
 
KESIMPULAN 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat suku tidung pulau Tarakan 
Kalimantan Utara menganggap pemberian jujuran wajib diberikan kepada calon 
mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki. Jujuran adalah uang yang 
diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan 
melangsungkan perkawinan selain mahar. Status sosial masyarakat pulau Tarakan 
Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. 
Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang 
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akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita tersebut. Lain halnya dengan wanita 
yang berstatus janda, jujuran yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan dengan 
wanita yang masih perawan. Adapun sebab lain yang mempengaruhi penentuan 
pemberian jujuran adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang 
wanita maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan. Nilai pemberian uang jujuran 
mempengaruhi masyarakat suku tidung pulau Tarakan untuk memberi uang jujuran 
sang calon mempelai wanita dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan 
perempuan yang menikah tidak dalam usia yang muda. Dikarenakan dalam usia yang 
muda sang calon mempelai laki-laki belum sepenuhnya mampu memberikan uang 
jujuran yang diminta dari keluarga calon mempelai wanita. 
Jika tradisi pemberian jujuran sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam 
seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai 
laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai jujuran tersebut, maka 
praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadist 
sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi al-‘ādah al-shahihah yang berarti dapat 
diterima oleh syariat Islam. 
Dari kesimpulan diatas disarankan kepada masyarakat suku tidung pulau 
Tarakan hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan 
hukum perkawinan Islam agar tidak menganggap pemberian uang jujuran merupakan 
pemberian wajib melainkan hanya berupa hadiah yang diberikan mempelai laki-laki 
kepada mempelai wanita. 
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